
BUPATI BADUNG 
PROVINSI BALI 

PERATURAN BUPATI BADUNG 

NOMOR 16  TAHUN 2017 

TENTANG 

BESARAN TUNJANGAN KEPADA PERBEKEL DAN PERANGKAT DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BADUNG , 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (3) 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang  
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 tentang  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Besaran Tunjangan Kepada Perbekel  dan 
Perangkat Desa; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah 
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun

2015 tentang  Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang  Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717) ;

7. vPeraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5694);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN 

KEPADA PERBEKEL DAN PERANGKAT DESA. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin  pelaksanaan
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urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 
otonom. 

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang 
selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan 

tahunan Pemerintahan Desa. 

4. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Perbekel adalah 
pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, 

tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah 
tangga desanya dan melaksanakan tugas dari 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu 
Perbekel dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi 

yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur 
pendukung tugas Perbekel dalam pelaksanaan kebijakan 
yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan 

pelaksana kewilayahan. 

 

Pasal 2 
 

(1) Besaran tunjangan Perbekel dan Perangkat Desa 

menggunakan perhitungan sebagai berikut : 
a. Perbekel paling banyak Rp. 13.500.000,00 (tiga 

belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan; 

b. Sekretaris Desa paling banyak Rp. 5.700.000,00 
(lima juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan; 

c. Kepala Urusan  paling banyak Rp. 4.800.000,00 
(empat juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan; 

d. Kepala Seksi  paling banyak Rp. 4.800.000,00 

(empat juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan; 
dan 

e. Kelian Banjar Dinas paling banyak Rp. 4.300.000,00 

(empat juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan. 
 

(2) Perbekel menetapkan besaran Tunjangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dalam Keputusan Perbekel. 

 

Pasal 3 
 

(1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan 
Desa dan bersumber dari APB Desa. 

 
(2) Pemberian Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) untuk tahun anggaran 2017 dapat dibayarkan sesuai 

dengan APB Desa Tahun Anggaran 2017 dan 
dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini. 

 
 

Pasal 4 

 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan 

Bupati Badung Nomor 34 Tahun 2016 tentang Besaran 
Tunjangan Kepada Perbekel Dan Perangkat Desa (Berita 
Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 34) dicabut 

dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Badung. 

Ditetapkan di Mangupura 

pada tanggal 8 Maret 2017 

BUPATI BADUNG 

TTD 

I NYOMAN GIRI PRASTA 

     Diundangkan di Mangupura 

     pada tanggal 8 Maret 2017 

     SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG 

   TTD 

KOMPYANG R. SWANDIKA 

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2017 NOMOR 16 

Salinan sesuai dengan aslinya 
   KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, 

TTD 

 Komang Budhi  Argawa,SH.,M.Si. 

   NIP. 19710901 199803 1 009 


